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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  






  غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ̕ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا Kasrah i I 





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 




a dan i 
 
 َو ى 
 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 













 َى... | َا... 
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
ā 
a dan garis di 
atas 
ى kasrah dan yā’ i 
i dan garis di 
atas 
وى ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 
atas 
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 





5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  ّىِى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الّ (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 





9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 













Nama            :  Nur Atira Ali 
Nim            :  10100114058 
Judul             : Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam    
Bentuk  Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembagian 
warisan secara damai dalam bentuk takharruj di Pengadilan Agama Makassar 
Kelas I A?. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa sub 
masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana proses pembagian warisan 
secara damai dalam bentuk takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A?, 
2) Apa kelebihan dan kekurangan dari pembagian warisan secara damai dalam 
bentuk takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A?. 
Jenis penelitian ini tergolong field research kualitatif deskriptif, dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Pendekatan yuridis dan normatif 
yang didukung dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian adalah 
Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A. Selanjutnya, metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara. Lalu, tekhnik 
pengolahan dan analisis data terdapat tiga tahapan: pengolahan data, analisis data 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses pembagian warisan 
secara damai dalam bentuk takharruj di Pengadilan Agama dilakukan dengan cara: 
Kedua pihak yang bersengketa menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengeta atau 
perselisihannya  secara damai berdasarkan kesepakatan, para ahli waris yang berhak 
menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-
masing termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri, pihak ahli waris 
yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris, bagian 
ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris 
yang tidak mengundurkan diri, dan sisa yang dijadikan barter atau tebusan dibagi 
oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing. 2) 
Kelebihan pembagian warisan secara takharruj adalah mampu menyelesaikan 
perkara kewarisan secara damai, menjaga silaturahmi, dan menghindari terjadinya 
perselisihan yang berkelanjutan diantara ahli waris, serta pelaksanaan pembagian 
warisan dapat dilaksanakan dan segera dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan 
masing-masing ahli waris. Kekurangannya adalah tidak dijelaskannya kedudukan 
dan bagian masing-masing ahli waris yang seharusnya diterima dalam akta 
perdamaian dan tidak ada pernyataan kerelaan untuk memberikan bagiannya 
kepada ahli waris lainnya pada akta perdamaian tersebut. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi Pemerintah, diharapkan lebih 
menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam 
tentang kewarisan, dan perlu adanya sosialisasi terkait penyelesain sengketa secara 
damai melalui musyawarah atau mufakat agar sengketa yang terjadi di masyarakat 
khususnya kewarisan dapat segera terselesaikan. 2) Bagi Mediator, dalam proses 
mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama sebaiknya mediator benar-benar 
menjalankan fungsinya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara 








A. Latar Belakang Masalah 
Hukum Islam merupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah, ia 
menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan 
dari keimanannya terhadap Allah swt. Keimanan akan wujud Allah menuntut 
kepercayaan akan segala sifat dan kudrat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku 
manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan karena itu 
kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada 
Allah. 
Di antara hubungan yang mengatur hubungan sesama manusia yang 
ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan 
yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh 
seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak 
menerimanya dan berapa jumlahnya serta bagaimana cara mendapatkannya.  
Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan tidak 
akan terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan 
mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan menghendaki adanya 
ketentuan hukum mengenai kewarisan. Kematian merupakan peristiwa hukum, 
tidak hanya kepada orang yang akan menajadi ahli waris, tetapi juga kepada harta 
yang ditinggalkan oleh si pewaris. 
Manusia tidak jarang lupa karena masalah harta, manusia tidak jarang lupa 
bahwa harta itu merupakan suatu cobaan yang harus dipertanggungjawabkan di 
kemudian hari. Puncak cobaan harta manusia akan terjadi ketika dia meninggal 
dunia. Seberapa jauh dia dapat mendidik anak-anaknya dalam membagi waris.1 
                                                          





Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat diperlukan aturan atau hukum yang 
mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dan sesamanya. Manusia 
tidak dapat hidup tanpa aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya. 
Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk 
agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang 
berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum hukum waris adat yang 
merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian 
besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-
hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia 
asli.2 Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan 
sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia. 
Setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kemudian 
Perubahan Kedua yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 
tentang Peradilan Agama dan INPRES Nomor 1 tahun 1991 yang lebih dikenal 
dengan Kompilasi Hukum Islam kini telah menambah khasanah hukum positif 
Indonesia, baik untuk kepentingan hukum bagi umat Islam maupun bangsa 
Indonesia pada umumnya. Keberlakuannya tentu membawa manfaat bagi para 
pencari keadilan serta menjadi tonggak keberlakuan hukum Islam di Indonesia. 
Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam tersebut 
dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara tertentu dengan menggunakan dalil-dalil berdasarkan Al-
Qur’an dan hadits. Artinya umat Islam telah mendapatkan kesempatan untuk 
menjalankan sebagian syariat Islam dalam hukum positif. Dilihat dari segi hukum 
                                                          





positif dengan di berlakukannya Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi 
Hukum Islam masyarakat dapat diberikan pilihan dalam menyelesaikan perkara 
perdata tertentu seperti kewarisan. Apakah mereka akan menggunakan hukum 
Islam ataukah hukum adat sebagai acuannya.  
Pada dasarnya hukum kewarisan menyangkut tiga hal, yakni pewaris, harta 
peninggalannya dan ahli waris. Apabila dikaitkan dengan sisi kemaslahatan 
manusia serta apabila terjadi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama bagi yang 
beragama Islam ataupun di Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam di 
Indonesia, tidak lagi pada tataran pen entuan ahli waris, harta warisan dan besarnya 
pembagian masing-masing, tetapi sampai kepada pembagian harta warisan kepada 
ahli waris yang berhak.  
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama pasal 49 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara 









h Sedekah; dan  
i Ekonomi Syariah. 
                                                          
3 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang 





Pembagian warisan dalam Islam memiliki kedudukan penting karena 
kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia dan apabila 
terjadi suatu kematian maka akan timbul akibat hukum, yaitu tentang pengurusan 
hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan juga sangat 
rentan menimbulkan perselisihan terutama di antara para ahli waris, khususnya 
dalam pembagian harta warisan. 
Dalam praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada 
pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada 
prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Masalah harta warisan dapat 
menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan para ahli waris. 
Kecenderungan manusia yang berlebihan untuk memeiliki dan menguasai harta, 
telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas 
hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusnya 
hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. Oleh karena itu, syariat Islam 
menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia 
kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara 
laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur’an menjelaskan dan merinci 
secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa 
mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya di jelaskan 
sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. Dalam QS. al-Nisa’/4 : 7  
ِِّلاَجِّ  رلِّ









لِِۡاٗضوُرۡف َّمِاٗبي َِّصن َِۚ َُثَكِۡو
َ
أُِهۡنِّمِ َّلَقِا َّمِّم٧ 
Terjemahnya : 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 





peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan. 
Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima 
hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di 
Indonesia. Ada saja persoalan dalam kewarisan yang sering menimbulkan sengketa, 
namun tidak jarang pula pembagian harta warisan dilakukan dengan jalan damai 
(islah) antara para ahli waris. Penyelesaian masalah kewarisan Islam ini menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama.4 
Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama sebagimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.5 Dalam Pasal 1 Ayat (1) 
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa 
kewenangan Pengadilan Agama dibatasi khusus bagi orang-orang yang beragama 
Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama 
yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan Islam. 
Pada perkara perdata, wajib bagi majelis hakim untuk mendamaikan pihak 
yang bersengketa sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara (Pasal 154 
Rbg./130 HIR), bahkan Mahkamah Agung RI mengintensifkan proses perdamaian 
dengan cara memasukkan proses mediasi ke dalam prosedur beracara di Pengadilan 
melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) nomor 1 
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam. Hal yang 
paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut Hukum 
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Kewarisan Islam adalah adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara 
laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 antara porsi laki-laki dan 
perempuan. Asas keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian 
bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan 
kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya diantara para ahli 
waris.6 
Terkadang dalam keadaan tertentu ahli waris merasa pembagian warisan 2 
: 1 tidak adil atau kurang cocok untuk diterapkan. Dalam proses beracara di 
Pengadilan Agama khususnya dalam perkara kewarisan dikenal istilah takharruj, 
yaitu salah satu bentuk pembagian warisan secara damai dimana proses 
pembagiannya lebih mengutamakan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli 
waris, namun tidak boleh diartikan sebagai usaha jalan keluar dari hukum Allah.7 
Bila dikaitkan dengan aturan hukum Islam, pembagian warisan dalam 
bentuk takharruj sangat mungkin akan menyimpang dari ketentuan pembagian 
warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an yang mengutamakan prinsip 
keadilan dimana laki-laki mendapat 2 bagian, dan perempuan memperoleh 1 
bagian. Karena dalam pembagiannya para ahli waris lebih berperan dalam 
menentukan cara maupun besarnya pembagian dan tidak terlalu mengacu pada 
aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an maupun hadits. 
Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah 
skripsi yang berjudul :  “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam 





                                                          
6 Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi’I, Hazairin, dan KHI 
(Pontianak: Romeo Grafik, 2003), h. 25. 





B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus pada penelitian ini adalah “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara 
Damai dalam Bentuk Takharruj”. Peneliti akan meninjau bagaimana Proses 
pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharruj serta apa kelebihan dan 
kekurangan pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharruj tersebut. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami 
maksud yang terkandung dalam judul ini, maka penulis menganggap perlu 
menguraikan pengertian beberapa istilah pokok dalam kajian ini agar persamaan 
persepsi dapat diperoleh sebagai kejelasan pemahaman terhadap hal-hal yang akan 
dibahas. Isitilah-istilah yang di maksud adalah sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau penerapan untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya. 
b. Warisan adalah berpindahnya hak seorang pewaris setelah meninggal dunia 
kepada ahli waris yang berhak, baik berupa uang atau materi lainnya yang 
dibenarkan oleh syariat Islam. 
c. Damai adalah suatu keadaan kehidupan antar manusia di mana tidak ada 
perseteruan ataupun konflik yang terjadi di dalamnya. 
d. Takharruj secara arti kata berarti saling keluar. Dalam arti terminologis, 
takharruj biasa diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli 




                                                          





C. Rumusan Masalah 
Berdasarakan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
penulis merumuskan pokok masalah yaitu “Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian 
Warisan Secara Damai dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar 
Kelas I A”. Agar pokok masalah yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian 
ini penulis merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas, 
yaitu: 
1. Bagaimana Proses Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk 
Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A?  
2. Apa Kelebihan dan Kekurangan dari Pembagian Warisan Secara Damai 
dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A? 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam Penyusunan karya ilmiah dibutuhkan referensi atau rujukan yang 
mempunyai relevansi dalam pembahasan yang akan diteliti, sebelum melakukan 
penelitian, penulis telah mengkaji beberapa literature yang masih berkaitan dengan 
judul skripsi ini, di antaranya sebagai berikut: 
1. Rasdiana, dalam skripsinya “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris 
Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga”, 2015. Inti dari skripsi ini adalah 
bahwa dalam Hukum Islam memerintahkan agar sesegera mungkin 
membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila telah 
selesai diselenggarakan pengurusan jenazahnya, agar supaya tidak terjadi 
penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik 
internal bagi para ahli waris. Bilamana hal tersebut terjadi, maka 






2. Suhrawardi K. Lubis, dalam bukunya “Hukum Waris Islam (Lengkap 
&Praktis), 2004. Dalam buku ini selain membahas tentang pentingnya 
belajar hukum waris, buku ini juga membahas tentang pengertian, dasar 
hukum, kedudukan, hingga skema dan rumus dalam pembagian warisan; 
3. Amir Syarifuddin, dalam buku “Hukum Kewarisan Islam”, cet ke-4, 2012 
Dalam buku ini mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu, dapat terjadi 
bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah, dan uang. Di antara ahli 
waris ada yang hanya membutuhkan rumah, yang lain membutuhkan tanah, 
dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan, 
mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya 
itu; 
4. Dr. Supardin, M.H.I. dalam buku “Fikih Peradilan Agama di Indonesia”, 
cet ke-1, 2014. Dalam buku ini selain membahas tentang sistem hukum 
peradilan, teori-teori pemberlakuan hukum Islam, eksistensi peradilan 
agama, buku ini juga membahas tentang rekonstruksi materi perkara 
tertentu peradilan agama di Indonesia; 
5. Amin Husain Nasution, M.A. dalam buku “Hukum Kewarisan suatu 
Analisis Komperatif pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam”, 
2004. Dalam bukunya menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, semua harta 
peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak yang 
disebut dengan istilah “Tarikah/Tirkah”. Tarikah/Tirkah ini tidaklah 
otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris; 
6. Sumber lain seperti, Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang Hukum 
Kewarisan bab I pasal 171-193, Buku II Kitab Undang-undang Hukum 





Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa 
tidak ada satupun yang membahas mengenai masalah “Pelaksanaan Pembagian 
Warisan Secara Damai dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar 
Kelas IA”. Oleh karena itu saya sebagai penulis merasa perlu untuk mengkaji hal 
ini lebih jauh yang akan dibentuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Untuk Mengetahui Proses Pembagian Warisan Secara Damai dalam 
Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. 
b. Untuk Mengetahui Kelebihan dan Kekurangan dari Pembagian Warisan 
Secara Damai dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar 
Kelas IA. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 
yang berhubungan dengan pembagian warisan secara damai dalam bentuk 
takharruj. Di samping itu dapat menjadi bahan acuan bagi yang akan 
meneliti lebih luas masalah tersebut. 
b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi sehubungan dengan pembagian warisan secara damai dalam 
bentuk tahkarruj di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama 







A. Tinjauan Umum tentang Kewarisan 
1. Pengertian Hukum kewarisan 
Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam 
al’Qur’an. Dalam al-Qur’an dan dirinci dalam sunnah Rasulullah saw. hukum 
kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti; 
pertama, mengganti (QS. Al-Naml/27 :16), artinya Sulaiman menggantikan 
kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, 
memberi (QS. Al-Zumar/39 : 74), dan ketiga, mewarisi (QS. Maryam/19 : 6).9 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Hukum 
kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta 
peninggalan (tirkah)10  pewaris,11 menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 
waris12 dan berapa bagiannya masing-masing. 
Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa “Hukum waris ialah 
hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu 
pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan. 
 
                                                          
9 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 281. 
10 Harta peninggalan (tirkah)  adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa 
harta benda yang menjadi miliknya maupun baik hak-haknya (Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya 
ditulis KHI, Buku I, Bab I pasal 171 huruf d). 
11 pewaris (al-muwarrusts dalam istilah fiqih) adalah: “orang yang pada saat meninggalnya 
atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan  Pangadilan beragama Islam, meninggalkan 
ahli waris dan harta peninggalan (KHI, Buku II Bab I pasal 171 huruf b). 
12 Ahli waris (al-warits) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang 





2. Dasar Hukum Kewarisan Islam 
a. Al- Qur’an 
QS. al-Nisa’/4 : 7 
ِِّلاَجِّ  رلِّ













Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan.13 
QS. al-Nisa’/4 : 11 
ُِمُكي ِّصُويُِِ َّللّٱَِِّلِّ لِ ۡۖۡمُك ِّدََٰلۡو
َ
أِ ٓ ِّفِِ ِّ  ظَحِ ُلۡثِّمِ ِّرَكِن ِّۡيَي
َثن
ُ ۡ
لۡٱَِِقَۡوفِ ٗٓءاَسِّ نِ َّنُكِنَِّإف
ِِّۡيَت







































Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk 
dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
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meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.14 
QS. Al-Nisa’/4 : 12 
ِٞ
َ









ُِمَُكلَفُِعُب ُّرلٱِِ َّنَُهلَوِ ن ٖ
ۡيَدِۡو
َ
أِٓاَهِّ بَِي ِّصُويِ ٖةَّي ِّصَوِ ِّدۡعَبِۢنِّمِ ََۚن
ۡ



































َكَ َُشُِۡمُهَفَِكِّ لَٰ َذِنِّم
ِن ُِّثلُّلثٱَِِنِّ  مِٗةَّي ِّصَو َِۚ ٖ
 ٓراَضُمَِۡيَۡغِ  ۡنيَدِۡو
َ
أِٓاَهِّ بِ ََٰصُِويِٖةَّي ِّصَوِِّدۡعَبِۢنِّمِهِّ َّللّٱَِِوُِ َّللّٱٌِِميِّلَع
ِٞميِّلَح١٢ِِ
Terjemahnya: 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta 
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 
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sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). 
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar 
dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.15 


























ُلُّلثٱََِِۚكََرتِ ا َّمِّمِِ ِّ  ظَحِ ُلۡثِّمِ ِّرَك
َّلِّلَفِ ٗٓءاَسِّ نَوِ
ٗ











أِۡمُكُِ َّللّٱُِِۢميِّلَعِ  ء َۡشَِ ِّ
 لُكِّ ب١٧٦ِِ
Terjemahnya: 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh 
harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika 
saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris 
itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian 
seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu 
tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.16 
b. Hadits Nabi 
  َِم
َّ







لَْوِّلَِفِ َ َِّقِبِاَمَف ِرََكذِ  ل".ِ(ىراخلباِهور)  
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Abyan, 2014), h. 79. 
16 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya (Solo: 






Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Bagikanlah harta 
peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi 
hak laki-laki yang paling utama." (HR Bukhari).17 
Pada hadits tersebut, Rasulullah saw. memerintahkan agar memberikan 
harta warisan terlebih dahulu kepada ahli waris yang telah mempunyai bagian 
tertentu tanpa menyebut secara rinci ahli waris yang dimaksud dan sisanya adalah 
untuk ahli waris yang lebih dekat adalah ahli waris yang termasuk kelompuk 
asabah. 
c. Ijma’  
Ijma’ yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum 
warisan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadits sebagai ketentuan yang harus 
dilaksanakan dalam upaya mewujudkan upaya mewujudkan keadilan dalam 
masyarakat, atau ijma’ adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu 
ketentuan hukum syara’ mengenai suatu hal pada suatu masalah setelah wafatnya 
Rasulullah saw. 
d. Ijtihad 
Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat 
dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul 
termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad disini 
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3. Rukun Waris 
Adapun yang menjadi rukun waris menurut hukum Islam antara lain 
sebagai berikut: 
a. Pewaris  
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta 
waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya 
dengan sempurna, dan ia tela benar-benar meninggal dunia. Kematian pewaris 
menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mati haqiqy (sejati), 
mati hukmy (berdasarkan keputusan hakim), dan mati taqdiry (menurut dugaan).18 
b. Ahli Waris  
Ialah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, 
baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan dan 
sebagainya. 
c. Harta Warisan   
Ialah suatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa 
harta bergerak dan tidak bergerak. Harta warisan juga kerap kali disebut Irtsan, 
miratsan, turatsan dan tirkatan. Semuanya bermakna sama, yakni harta yang 
ditinggalkan oleh orang mati untuk ahli warisnya.19 
 
4. Sebab-sebab Mendapat Warisan 
Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab 
seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
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a. Karena hubungan perkawinan 
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) 
disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang 
tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah: suami atau istri dari si mayat. 
b. Karena hubungan darah  
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) 
disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si 
mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, 
cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.20 
c. Karena hubungan Wala’ 
Wala’ yaitu pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan 
seseorang hamba kemudian orang yang dimerdekakan itu menjadi kaya. Jika hamba 
yang dimerdekakan itu meninggal dunia, maka orang yang memerdekakamnnya 
dahulu berhak mendapatkan warisan. wala’ yang dapat dikategorikan sebagai 
kerabat secara hukum ini, dapat disebut juga Wala’ul Itqi dana tau Walaa’un ni 
mah.  Hal ini dibebabkan karena pemberian kenikmatan pemberian kepada seorang 
yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai budak sahaya.21 
Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-
barang yang dimiliki hamba sahaya tersebut, berarti telah terjadi hubungan antara 
hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu 
ikatan yang disebut Wala’ul Itqi. Orang yang memerdekakan hamba sahaya karena 
Wala’ul Itqi  ini dapat mewarisi harta peninggalan dari hamba sahaya yang telah 
dibebaskannya jika si hamba tersebut telah menjadi kaya. Hal ini ditentukan oleh 
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syariat Islam sebagai balas jasa terhadap perbuatan mulia tersebut. Warisan itu 
dapat diperoleh jika orang yang dimerdekakan tersebut tidak mempunyai ahli waris, 
dzawil arbam atau suami istri. 
d. Karena sesama Islam 
Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan 
ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul 
Maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. 
 
5. Syarat-syarat Mendapat Warisan 
Hak waris seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi 
keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan 
daripada hak-hak yang telah meninggal dunia.22 Adapun syarat-syarat mendapat 
warisan yakni: 
1. Seseorang dinyatakan meninggal secara hakiki maupun secara hukum. 
Seseorang tidak mungkin dibagi harta warisannya sebelum kematiannya 
diketahui secara pasti atau sebelum hakim memutuskan orang tersebut telah 
meninggal, seperti terhadap orang hilang yang tidak diketahui hidup atau matinya. 
Apabila hakim telah menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal 
berdasarkan beberapa petunjuk, maka harta waris bias dibagi (dalam hal ini ada 
pembahasan tersendiri). Jadi, syaratnya adalah seseorang secara pasti telah 
meninggal atau atas pertimbangan hukum. Selama masih hidup, manusia dapat 
menggunakan harta miliknya karena hak miliknya masih tetap dan belum hilang, 
sebab itu orang lain tidak boleh menggunakannya. Sebaliknya, bila dia sudah 
meninggal dan tidak mampu lagi menggunakan hak miliknya, maka hak milik itu 
hilang dan berpindah kepada ahli warisnya. 
                                                          






2. Ahli waris secara jelas masih hidup ketika pewarisnya meninggal 
Ahli waris bisa mengganti kedudukan pewaris setelah pewaris tersebut 
diketahui telah meninggal, barulah kemudian harta berpindah kepadanya dengan 
jalan warisan. Dengan demikian, ahli waris harus ada ketika orang tersebut 
meninggal, agar hak pemilikan harta tersebut menjadi jelas. Sebab, orang 
meninggal tidak berhak lagi memiliki harta, baik dengan jalan warisan maupun 
dengan jalan lainnya. 
Agar lebih jelas, kita ambil contoh berikut, jika dua orang berkerabat atau 
lebih meninggal, mereka saling mewarisi, tetapi jika tidak diketahui siapa yang 
lebih dahulu meninggal, maka diantara mereka tidak terjadi saling mewarisi dan 
tidak ada pemberian hak milik. hal yang sama berlaku bila seorang anak meninggal 
bersama ayahnya dalam kecelakaan pesawat terbang, atau kapal laut, atau tertimpa 
reruntuhan atap sebuah rumah. Maka, dalam hal ini tidak ada saling mewarisi di 
antara mereka. Akhirnya, yang mewarisi harta mereka adalah ahli warisnya yang 
masih hidup. 
Penjelasan ini merupakan keterangan dari perkataan ulama fikih, “tidak 
ada saling mewarisi di antara orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang 
terbakar dan orang-orang yang tertimpa reruntuhan.” Demikianlah, syariat Islam 
yang cemerlang telah menetapkannya. 
3. Mengetahui golongan ahli waris. 
Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus 
diketahui secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami atau istri, anak kandung, 
saudara kandung, dan sebaginya, sehingga memudahkan dalam menentukan 
pembagian warisnya. Besarnya bagian waris akan berbeda jika hubungan dengan 





akan mendapat bagian sisa dan seseorang bias terhalang oleh ahli waris lain 
sementara yang lainnya tidak. 
 
6. Sebab-sebab Terhalang mendapat Warisan 
Diantara ahli wari, ada yang terhalang mendapat harta warisan karena 
beberapa sebab:23 
1. Pembunuhan 
Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya, 




لََسوِ ِّْهيَلَعِ ِّللّاِ َّلََّصِِّللّاُِلْوَُسرََِلاقََِلاق ِِّ ه ِّ  دَجِْنَعِ ِّْهيِّب
َ








Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw 
bersabda, "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh." (HR An-Nasai dan 
Daruqathni, yang dikuatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar).24 
 
Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang 
mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 173 KHI yakni, “Seorang 
terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 
berat pewaris; 
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b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris 
telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun 
penjara atau hukuman yang lebih berat.” 
 
2. Orang Kafir  
Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang 
beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad saw.: 
 
 “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak 
mewarisi orang Islam” (HR. Jama’ah). Dan hadis lain yakni: “Tidak saling 
mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda” (HR. Ashhab Sunan). 









.... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir 
untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.25 
3. Perbudakan 
Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya 
yang dipandang tidak cukup hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. 
Firman Allah stw. dalam surah al-Nahl/16 : 75 




لَِٗكَُولۡم َّمِاٗدۡبَعًِلًَثَم  
Terjemahnya: 
Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki 
yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.26 
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Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara 
de facto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara de 
jure eksistensi mereka dianggap tidak ada. 
Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan 
tindakan memerdekakan hamba sahaya, sehingga perbuatan yang sangat mulia. 
Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum 
berupa tebusan) bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf (QS. al-
Nisa’/4 : 92). Ini karena Islam menghendaki agar tidak ada lagi perbudakan dimuka 
bumi ini. 
 
7. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 
Menyangkut asas-asas kewarisan hukum kewarisan Islam dapat digali 
dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad saw. Asas-asas yang 
dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Asas Ijbari 
Secara erimologis kata “ijbari” mengandung arti “paksaan” (compulsory), 
yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti 
“terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang 
masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau 
pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak 
dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut’.  
Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara 
otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli 
warisnya suka menerima atau tidak (demikian pula halnya dengan si pewaris). 
Asas ijibari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: 
a. Dari segi peralihan harta; 





c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih. 
Ketentuan asas ijibari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-
Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7 yang menjelaskan bahwa: “Bagi seseorang laki-laki 
maupun perempuan ada ‘nasib’ dari harta peninggalan orang tua dan karib 
kerabatnya.” Kata ‘nasib’ dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah 
dari harta peninggalan si pewaris.27 
b. Asas Bilateral 
Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam 
adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis 
kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. 
Asas bilateral ini secara tegas dapat dalam ketentuan al-Qur’an surah al-
Nisa’/4 : 7, 11, 12, dan 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seseorang 
laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari 
pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah 
pihak orang tuanya. 
Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu 
melalui ayah dan ibu. 
c. Asas Individual 
Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) 
berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya 
(sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang di jumpai dalam ketentuan 
hukum adat). 
Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta 
pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainya tidak ada sangkut 
paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu 
                                                          





masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang 
diperolehnya. 
Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan al-Qur’an 
surah al-Nisa’ ayat yang mengemukakan bahwa bagian masing-amasing (ahli waris 
secara individual) telah ditentukan. 
d. Asas Keadilan Berimbang 
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak 
dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan 
kegunaan. 
Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa factor jenis kelamin 
tidaklah menentukan dalam hal kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini 
dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang 
ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebapakan). Dasar hukum 
asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan al-Qur’an surah al-Nisa’/4 : 7, 
11, 12, dan 176. 
e. Asas Semata Akibat Kematian 
Asas akibat kematian adalah asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada 
kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai 
akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, pengalihan harta 
seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah 
orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa hukum 
kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan sebagai akibat kematian seseorang atau 
yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat kewarisan ab intestate atau 
kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang. Hukum 
kewarisan Islam, karena itu, tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau 





dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup, yang disebut dalam hukum 
perdata Barat kewarisan melalui testamen.  
Asas ini mempunyai kaitan dengan asas ijbari yakni seseorang tidak dapat 
sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati kelak. 
Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu seseorang 
memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal 
dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan 
hukum kewarisan Islam.28 
 
B.    Tinjauan Umum tentang Takharruj 
1. Pengertian Takharruj 
Takharruj berasal dari kata (جرخ-جريخ-ِ اجورخ)  kharaja, yakhruju, 
khuruujan dengan makna keluar, dengan timbangan tafa’ul (لعافت), yaitu ( جراتخ-ِ
اجراتخِ–ِجراختي) takharaja, yatakharju, takharujan dengan makna saling keluar.29  
Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seorang atau lebih dari 
kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli 
waris lainnya. 
Takharruj adalah salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai 
berdasarkan musyawarah para ahli waris. Takharruj adalah pengunduran diri 
seorang atau beberapa ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya meminta 
imbalan berupa uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya. 
2. Dasar Hukum Takharruj 
Pembagian harta warisan dalam bentuk takharuj tidak dijumpai dasar 
hukumnya baik dalam Al-Qur’an maupun hadits. Dasar hukumnya merupakan hasil 
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ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah 
Usman bin Affan. Atsar tersebut sebagai berikut: 
ِسابعِنباِنعِرانيدِنبورمعِهثدحِنمعِفسويِبياِنع:ِاسنِيدحِناِء
ثايۡمِنماهوجرخِاعَلافلاِاينامث ِو ِهثلًِثعَلِاهوحلصِفوعِنِبنحمرلادبع .ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  
Artinya: 
“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru 
bin Dinar dari ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak 
untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh 
tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”.30 
Dari atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta warisan 
dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda 
dan anak Abdurrahman bin Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan 
keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan 
imbalan pembayaran atau sejumlah delapan puluh tiga ribu. Penyelesaian secara 
takharuj adalah bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam 
keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Hal ini 
dilakukan tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan 
oleh Allah swt. dengan cara ini suatu kesulitan dalam pemecahan persoalan 
pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan: 
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian 
harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.31  
Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai 
dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan 
pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian warisan yang telah 
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ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam namun hal ini tetap dibenarkan 
demi tercapainya kemaslahatan diantara para ahli waris. 
 
3. Bentuk-bentuk Takharruj 
Ada beberapa bentuk takharruj, yaitu: 
1.      Dari segi waktu pelaksanaan, ada dua bentuk: 
a.     Sebelum harta warisan dibagi 
Artinya kesepakatan yang dilakukan oleh ahli waris dilakukan sebelum 
dilaksanakannya pembagian harta warisan menurut ketentuan faraid 
secara formal. Ini berarti ahli waris berkeinginan untuk menyelesaikan 
pembagian harta warisan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
syara’. 
b.    Sesudah harta warisan dibagi 
Artinya takharruj dilakukan setelah dilakukan pembagian harta warisan 
menurut ketentuan syara’ secara formal dan masing-masing ahli waris 
telah mengetahui bagiannya masing-masing. 
2.      Dari segi kesepakatan ahli waris 
Dalam hal ini, ada dua bentuk takharruj yaitu: 
a.     Kesepakatan dilakukan oleh satu orang atau sebagian ahli waris dengan 
ahli waris yang akan keluar. 
b.     Kesepakatan dilakukan oleh seluruh ahli waris.  
3.      Dari segi imbalan yang diberikan 
Dalam hal ini ada tiga bentuk: 
a.      Imbalan diberikan dari harta salah seorang ahli waris yang melakukan 
kesepakatan. 






c.      Imbalan diberikan dengan mengambil bagian tertentu dari harta 
warisan.32 
Bila diperhatikan, bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda 
dengan dua bentuk sebelumnya karena ahli waris menempuh cara pembagian yang 
menyimpang dari yang ditentukan dalam hukum kewarisan dan ada kemungkinan 
lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima.  
Walaupun pembagian warisan dalam bentuk tahkarruj dibenarkan dalam 
Islam namun praktik pembagiannya harus tetap memenui syarat-syarat. Diantara 
syarat-syarat pentingnya adalah harus ada kecakapan hukum yang didasarkan atas 
kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam warisan. Hal ini menjadi 
keharusan karena dalam pembagian warisan dalam bentuk takharruj ada pihak-
pihak yang akan menggugurkan atau mengorbankan haknya baik keseluruhan 
maupun sebagian. Dalam menggugurkan hak milik diperlukan kecakapan untuk 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan Peneliti adalah field research, yaitu 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan dengan mengunakan beberapa metode 
seperti wawancara, observasi, serta menemukan fakta-fakta di lapangan yang 
terkait dengan penelitian ini. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama 
Kelas I A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan, Daya, Makassar. 
Yang akan menjadi informan pertama dalam penelitian ini akan ditentukan sendiri 
oleh peneliti sampai akhirnya semua data yang diperlukan guna untuk mendalami 
pembahasan yang akan diteliti. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pendekatan yuridis formal, yaitu cara mendekati masalah dengan menggunakan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Peradilan 
Agama, KHI, dan aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 
2. pendekatan teologi normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan 
melihat apakah sesuatu itu sudah sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. 
Norma yang dijadikan tolak ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada 





C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil 
penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama yang 
dilakukan secara langsung melalui field research atau penelitian lapangan 
meliputi wawancara atau observasi dengan para informan penelitian agar 
mendapat keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melaui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan data dari semua bahan yang emberikan penjelasan mengenai 
sumber data primer, seperti al-Qur’an, buku-buku, jurnal, literatur-literatur 
hukum, internet, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta semua bahan 
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis 
menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi: 
1. Kajian Kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data 
dengan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan 
judul, baik dari Undang-Undang, buku-buku maupun literatur-literatur lainnya. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengadakan pengumpulan data 
dengan terjun langsung di lapangan penelitian, dengan menggunakan teknik 
penyaringan data sebagai berikut: 
a. Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, yaitu metode 
pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini tentang pembagian 
warisan secara damai dalam bentuk takharuj, dengan cara pengamatan 





tempat penelitian. Dalam hal ini adalah melakukan penelitian langsung di 
Pengadilan Agama Kelas I A Makassar. 
b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yang 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 
mempunyai informasi mengenai pembahasan yang sedang dilakukan. 
Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 
Mediator di Pengadilan Agama Kelas I A kota Makassar terkait dengan 
proses pembagian warisan dalam bentuk takharuj, serta kelebihan dan 
kekurangannya.  
E. Instrument Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diujivalidasi”. Ujivalidasi 
marupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 
data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu insturumen dikatakan valid apabila 
mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya 
dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.  
Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 
temuannya. 
F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasi wawancara atau bahan-bahan lain untuk 
menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Pada bagian ini 





Dalam penenelitian kualitatif ini, perlu ditegaskan teknik analisis dan 
interpretasi data yang digunakan. Untuk menganalisis data dalam penulisan ini, 
penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 
1. Metode Deduktif, yaitu penulis menggunakan rumusan atau ketentuan yang 
bersifat umum untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya dari suatu ayat 
atau dalil lainnya yang pada lahirnya bersifat umum, kemudian penulis 
menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat khusus. 
2. Metode Induktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat khusus, 
kemudian mengambil kesimpulan yang lebih umum. 
3. Metode Komperatif, yaitu penulis membandingkan beberapa data dari studi 
literatur dan studi lapangan yang berhubungan dengan pembahasan, setelah 
itu penulis mencari persamaannya atau perbedaannya, kemudian menarik 
suatu kesimpulan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti 
dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau 
tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 
apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan bahan referensi. 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data 





yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini 
peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi 






















PEMBAGIAN WARISAN SECARA DAMAI DALAM BENTUK 
TAKHARRUJ DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar 
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Makassar  
Peradilan Agama adalah kekuasan negara dalam menerima, memeriksa, 
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, 
wasiat, hibah, wakaf, shodaqah, dan Ekonomi Syariah diantara orang-orang islam 
untuk menegakkan hukum dan keadilan.  
Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 
pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. 
Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai 
pengadilan negara tertinggi. 
Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui 
eksistensinya dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-
pokok kekuasan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang 
RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga 
peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat islam dengan lingkup kewenangan 
yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel). 
Disamping Peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 
Negara yang termasuk peradilan khusus. 
Undang-Undang RI Nomor 7 ini disahkan dan diundangkan tanggal 29 
Desember Tahun 1989 ditempatkan dalam lembaran Negara RI nomor 49 tahun 
1989 dan tambahan dalam lembaran negara nomor 3400. Isi dari Undang-Undang 





tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, 
hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. 
a. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957 
Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 
Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, 
sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu 
bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk 
mengankat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya 
Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. 
Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-
hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu 
termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan 
perkara nikah. 
Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 
Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 
Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. 
Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh.Sholeh adalah Qadhi terakhir, 
jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan 
berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan 
Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 
1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu 
belum ada dan belumdibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan 





Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang 
menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan 
kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah 
tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu 
kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh 
kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia. 
b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957  
Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 
terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan 
Mahkamah Syariah”. 
2. Letak Geografis 
Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan 
Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak 
enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2 
untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan 
perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan 
memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil 
mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan 
prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama 
Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang 
bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan 
(Tanah) 2.297 M2 dan Luas Bangunan 1.887,5 M2 . 
3. Luas Wilayah 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar 
mempunyai batas-batas seperti berikut: 





• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 
• Sebelat Timur berbatasan dangan kabupaten Bone 
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar 
dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 
(Empat Belas) Kecamatan. 















5. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kelas I A Makassar 
a. Visi 
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR YANG 
BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN 






Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa 
bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, 
maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas 
KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. 
Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum 
menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. 
Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan 
terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan 
pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran 
keadilan masyarakat. 
Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses 
penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum 
dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan 
keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud 
maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. 
Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan 
tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk 
mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah:  
1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan. 
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 
b.  Misi 
•  Pertama 
“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” 





berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus 
diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparanadalah proses yang 
cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif 
terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme 
masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke 
Pengadilanakan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang 
mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan 
kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman". 
•  Kedua 
“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan 
merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya 
manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada 
masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk:  
1)  menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana 
mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;  
3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan 
yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan 
biaya perkara yang murah. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan 
merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, 
sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah 
secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan 
dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat 





•  Ketiga 
“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. 
Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola 
administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya 
visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang 
telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi 
dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum". 
•  Keempat 
“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna 
bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup 
sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana 
keuangan yang cukup dan lain-lain". 
6. Deskripsi Uraian Kerja 
Penyusunan Alur Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 
1) Ketua 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama. 
b. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan. 
c. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan. 
d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan. 
e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan 
Pengadilan Agama. 
f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan. 
g. Mengadakan rapat dinas. 
h. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama. 





j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dilingkungan 
Pengadilan Agama. 
k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 
l. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur 
pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara. 
m. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi suatu keputusan. 
n. Mengitsbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di 
PengadilanAgama. 
o. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi 
penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum 
Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat. 
Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
p. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkunqan Pengadilan 
Agama. 
2) Wakil Ketua 
Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal: 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.  
b. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan. 
c. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan. 
d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan. 
e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan 
Pengadilan Agama. 
f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan. 
g. Mengadakan rapat dinas. 
h. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama. 





j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul 
k. dilingkungan Pengadilan Agama. 
l. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 
m. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur 
pembagian tugas para hakim untuk melakukansidang perkara. 
n. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu 
keputusan. 
o. Mengitsbatkan dan menentu tim hisab rukyat hilal di Pengadilan Agama. 
p. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi 
penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum 
Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat. 
q. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
r. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan 
Agama. 
s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama. 
3)  Hakim 
a. Menjadi Ketua atau Anggota Majelis sidang atas penunjukan Ketua 
Pengadilan Agama. 
b. Meneliti dan mempelajari berkas yang akan disidangkan. 
c. Sebagai mediator terhadap pihak yang berperkara untuk melakukan 
mediasi kepada pihak yang berperkara. 
d. Membantu Hakim Ketua Sidang dalam meyelesaikan konsep 
putusan/penetapan Pengadilan Agama. 
e. Membantu Hakim Ketua Pengadilan Agama dalam bidang hukum Syara 
Hisab dan rukyat. 





g. Dalam pelaksanaan tugas, hakim bertanggungjawab kepada Ketua 
Pengadilan Agama. 
h. Hakim anggota pertama pada satu majelis, mengkonsep 
putusan/penetapan dan hakim anggota kedua, memeriksa berita acara 
sidang. 
4) Panitera/Sekretaris 
a. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan /kesekretariatan. 
b. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan /kesekretariatan. 
c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 
d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab 
kegiatan Kepaniteraan /Kesekretariatan. 
e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 
Kepaniteraan/ Kesekretariatan. 
f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan. 
g. Mengadakan rapat dinas. 
h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanan pimpinan dibidang 
Kepegawaian/Kesekretariatan. 
i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 
j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang 
Kepaniteraan/Kesekretariatan. 
k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 
l. Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab 
rukyat. 







5) Wakil Panitera 
a. Memberikan pelayanan teknis di bidang Administrasi perkara dan 
administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b. Bertanggung jawab terhadap administrasi perkara baik mengenai 
pendaftaran perkara/persidangan, pengaturan arsipperkara dan hal-hal 
lain yang berhubungan dengan perkara. 
c. Bertanggung jawab terhadap penyusunan statistik dan dokumentasi 
pengadilan serta pelayanan dibidang hukum syara, pelayanan sumpah, 
hisab dan rukyat. 
d. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya 
dalam pelaksanaan tugas. 
e. Sebagai koordinator Jurusita Pengganti dan bertanggung jawab langsung 
atas kelancaran pelaksanaan tugas meja III. 
f. Menjadi Panitera sidang atas penunjukan panitera. 
g. Mengadakan rapat-rapat berkala baik sebagai pejabat fungsional maupun 
dengan seluruh pegawai yang menjadi bawahannya. 
h. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga hisab rukyat setempat. 
6) Wakil Sekretaris 
a. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan.  
b. Meneetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan. 
c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 
d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab 
kegiatan kesekretariatan. 






f. Memantau pelaksaan tugas bawahan. 
g. Mengadakan rapat dinas. 
h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanan pimpinan dibidang 
Kesekretariatan. 
i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 
j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang 
Kesekretariatan. 
k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 
l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikanoleh atasan.  
m. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Kesekretariatan. 
n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris/Ketua Pengadilan 
Agama. 
7) Panitera Muda Gugatan 
a. Melaksakan administrasi perkara gugatan. 
b. Mempersiapkan persidangan perkara gugatan untuk itu harus 
mengadakan koordinasi dengan Panitera Pengganti perkara gugatan. 
c. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan. 
d. Dan tugas lain yang berhubungan perkara perdata gugatan. 
8) Panitera Muda Permohonan 
a. Melaksakan administrasi perkara permohonan. 
b. Mempersiapkan persidangan perkara permohonan untuk itu harus 
mengadakan koordinasi dengan Panitera Pengganti perkara permohonan. 
c. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan. 







9) Panitera Muda Hukum 
a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik 
perkara, menyusun laporan perkara, menyimpanl arsip berkas perkara 
serta melakukan pengurusan administrasi, pembinaan hukum agama dan 
hisab rukyat dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Dalam pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum bertanggung jawab 
kepada Wakil Panitera. 
c. Menerima, menencatat, mengolah, menyalurkan surat-surat 
masuk/keluar sub kepaniteraan perkara. 
d. Menghimpun, mengola, membukukan dan mengajukan pertimbangan 
hukum. 
e. Mempersiapkan rencana rumusan nasehat dan pertimbangan hukum. 
f. Mempersiapkan penyelenggaraan islah terhadap pertentangan faham 
dalam agama. 
g. Merumuskan pedoman penentuan arah kiblat, waktu shalat, awal dan 
akhir bulan qamariah. 
h. Mengatur dan mengurusi pengambilan sumpah menurut hukum agama. 
i. Mempersiapakn data perkara dan menyusun statistik dan dokumentasi 
Pengadilan Agama. 
j. Mempersiapkan pemberian bimbingan Pengadilan Agama di bidang 
hukum Syara, statistik dandokumentasi serta ketatalaksanaannya. 
k. Menyusun laporan kegiatan sub kepaniteraan Hukum. 
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Panitera. 






10) Panitera Pengganti 
a. Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mencatat hal-hal 
yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara. 
b. Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut berdasarkan sumpah 
jabatan pada waktu melaksanakan tugas  
c. Mencatat selengkapnya segala yang terjadi berkaitan dengan para pihak 
selama persidangan dalam bentuk berita acara yang kemudian 
merupakan tanggung jawab segala isi dari berita acara tersebut.  
d. Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan Ketua 
Majelis. 
e. Membantu hakim dalam bentuk menyusun/ menyelesaikan putusan/ 
penentapan. 
f. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan Panitera, 
Wakil Panitera, Panitera Muda. 




B. Proses Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk Takharruj di 
Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 
Takharruj adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang 
dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara syar’i). Dalam hal ini dia hanya 
meminta imbalan berupa sejumlah uang dari salah seorang ahli waris lainnya. Hal 
ini dalam syariat Islam dibolehkan. Syariat Islam juga memperbolehkan salah 
seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, kemudian 





kalangan ulama faraidh dikenal dengan istilah “pengunduran diri” atau 
“menggugurkan diri dari hak warisnya”.33 
 
ِسابعِنباِنعِرانيدِنبورمعِهثدحِنمعِفسويِبياِنع:ِِءاسنِيدحِنا
ِاهوحلصِفوعِنِبنحمرلادبعثايۡمِنماهوجرخِاعَلافلاِاينامث ِو ِهثلًِثعَل .ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  
Artinya: 
“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru 
bin Dinar dari ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak 
untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh 
tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”.34 
 
Pembagian warisan dalam bentuk takharruj merupakan bentuk pembagian 
secara damai diantara ahli waris yang mengedepankan prinsip musyawarah dan 
kerelaan. Tidak berpatokan pada pembagian warisan 2 : 1 yang telah ditentukan 
dalam kewarisan Islam tetapi bagian masing-masing ahli waris ditentukan 
berdasarkan kesepakatan dari para ahli waris.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama 
Makassar, Syahidal menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, pembagian warisan 
secara damai adalah sesuatu yang ingin dicapai sebab Islam sangat menghindari 
terjadinya sengketa atau perpecahan diantara para ahli waris. Untuk itu selalu 
diupayakan mediasi dalam setiap perkara kewarisan yang disengketakan di 
Pengadilan Agama melalui peran mediator.35 
Sebagian masyarakat juga sudah terlebih dulu mengambil harta keluarga 
mereka sebelum pewaris meninggal dunia, dengan alasan supaya pewaris dapat ikut 
menyelesaikan dan menentukan pembagian warisan dalam keluarganya. Seperti 
                                                          
33 Abu Umar Baasyir, Al Faroidh Warisan, (Jakarta: Tanah Suci, 2006), h.211. 
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yang kita ketahui syarat sahnya suatu warisan dapat dibagi kepada ahli waris yakni 
dengan meninggalnya pewaris, maksudnya pewarisan dapat berlangsung setelah 
pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Peralihan harta seseorang yang masih 
hidup, tidak dapat disebut sebagai kewarisan menurut hukum Islam. Peralihan 
tersebut mungkin saja dalam bentuk hibah atau wasiat dan ditujukan kepada siapa 
yang ia kehendaki. Adapun kematian yang dimaksud dimana harta warisannya juga 
secara otomatis atau mutlak beralih kepada ahli warisnya, ialah mati hakiki ataupun 
mati hukmi.36  
Yang dimaksud dengan mati hakiki adalah kematian yang dapat dibuktikan 
atau disaksikan oleh orang banyak melalui panca indera. Sedangkan yang dimaksud 
dengan mati hukmi adalah kematian pewaris berdasarkan putusan atau ketetapan 
hakim. Maksudnya secara yuridis ia telah meninggal atau orang yang hilang tanpa 
diketahui keberadaannya. Demikian juga halnya tawanan yang tidak diketahui 
keberadaannya dan orang yang murtad dari agama.37 
Menurut Shafar Arfah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama 
Makassar. Masyarakat lebih banyak memilih untuk menyelesaikan perkara 
kewarisannya secara sendiri-sendiri dan kekeluargaan tanpa merasa perlu 
mendaftarkannya di Pengadilan Agama, hal ini dibuktikan oleh sedikitnya perkara 
tentang kewarisan yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar setiap tahunnya.38 
Hasil wawancara penulis dengan Syahidal, hakim Pengadilan Agama 
Makassar. Beliau menjelaskan bahwa pembagian warisan secara damai dalam 
bentuk tahkarruj secara hukum adalah sah dilakukan selama pembagian tersebut 
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dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau hasil musyawarah diantara ahli 
waris.39 
Dalam proses beracara di Pengadilan Agama, menurut bapak Syahidal, 
terlebih dahulu diupayakan proses mediasi sebelum masuk kepada pokok perkara. 
Dalam sengketa kewarisan mediator harus mengarahkan kedua belah pihak yang 
bersengketa untuk mencari jalan damai dari permasalahan waris. Seperti yang 
dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008:40 
Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi 
yang diatur dalam peraturan ini. 
Pada PERMA RI, tidak hanya diwajibkan bagi hakim untuk mengikuti 
prosedur mediasi tetapi juga mewajbkan majelis hakim memasukkan dalam salah 
satu pertimbangan hukumnya tentang perkara yang bersangkutan telah diupayakan 
perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.41 
Dalam Pasal 130 ayat (1) jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, hakim yang 
mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap 
pemeriksaan jawab-menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Akibatnya 
pemeriksaan:42 
1. Dianggap tidak sah 
2. Pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum.  
Jika kedua pihak yang berperkara menemukan kesepakatan damai dengan 
memilih pembagian dalam bentuk tahkarruj, hal itu adalah sah dilakukan sepanjang 
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41 Harijah Damis, Memahami Pembagian Warisan Secara Damai, h.158 
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terjadi kerelaan dan kesepakatan oleh masing-masing pihak. Hal ini dibolehkan 
demi tercapainya kemaslahatan para ahli waris. Kaidah fikih menjelaskan bahwa 
apabila sesuatau perbuatan hukum menghasilkan kemaslahatan, disanalah hukum 
Allah. Hakekat maslahat adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan 
menjauhkan dari bencana.43 
Pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharruj dipilih selain 
karena adanya sengketa yang terjadi diantara ahli waris, dapat juga dipilih sebagai 
metode pembagian warisan oleh ahli waris tanpa ada sengketa sebelumnya. Hal ini 
dibenarkan selama ahli waris sepakat dan rela untuk melakukan pembagian warisan 
dalam bentuk ini, dan selama masing-masing pihak memilih bentuk pembagian 
tersebut sebagai sesuatu yang adil bagi mereka.44 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 disebutkan bahwa: 
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 
warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.45 
Pasal tersebut telah menjelaskan tentang pembagian warisan yang dilakukan 
secara damai diantara ahli waris setelah masing-masing mengetahui bagian yang 
seharusnya mereka terima, hal tersebut juga menjadi acuan dalam pembagian 
warisan secara takharruj, dimana pembagian secara takharruj dilakukan sesuai 
kesepakatan guna menghasilkan perdamaian dan dapat dilaksanakan sekalipun 
tanpa didahului oleh sengketa atau perselisihan terlebih dulu. 
Wujud pelaksanaan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama dapat 
berupa perkara gugatan atau sengketa dan dapat pula melalui pembagian warisan 
diluar sengketa. Untuk wujud pembagian harta warisan di luar sengketa di 
Pengadilan Agama didaftarkan melalui permohonan pertolongan pembagian harta 
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warisan di luar sengketa (P3HP), dimana proses pembagiannya dibantu oleh ketua 
Pengadilan Agama.  
Pembagian dalam bentuk tahkharruj menurut Syahidal, bukan dimaksudkan 
untuk menghindarkan diri dari aturan pembagian yang telah di tetapkan dalam al-
Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi untuk memberikan bagiannya kepada 
masing-masing ahli waris berdasarkan hasil musyawarah mereka yang membuat 
kesepakatan tersebut setelah mereka mengetahui bagian yang seharusnya diterima. 
Sebab dibolehkannya pembagian warisan dalam bentuk ini juga semata-mata untuk 
kemaslahatan dari ahli waris.46 
Adapun cara pembagian warisan dalam bentuk takharruj yaitu:47 
a. Kedua pihak yang bersengketa menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengeta 
atau perselisihannya secara damai berdasarkan kesepakatan. 
b. Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris, terlebih dahulu 
ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar atau 
mengundurkan diri. 
c. Pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta 
warisan pewaris. 
d. Bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter 
oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri. 
e. Sisa yang dijadikan barter atau tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar 
menurut besar bagian masing-masing. 
Apabila terjadi perdamaian, mediator merumuskan isi kesepakatan para 
pihak yang bersengketa dan dibuat akte perdamaian. Setelah akte perdamaian 
selesai dan dibacakan kepada para pihak, mediator melaporkan hasil kesepakatan 
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yang telah dibuat kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Majelis 
hakim yang menerima laporan perdamaian dari mediator, membacakan hasil 
perdamaian dan dimasukkan dalam putusan akhir.  
 
C. Kelebihan dan Kekurangan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk 
Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 
Dalam pelaksanaan pembagian warisan secara damai dalam bentuk 
takharruj di Pengadilan Agama tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan 
yang ada di dalamnya. Kekurangan dan kelebihan ini juga yang dapat dijadikan 






 : Almarhum Saturi (suami pertama almarhumah Sangnging bin Tahe) 
 : Almarhumah Sangnging bin Tahe 
 : Subu (suami kedua almarhumah Sangnging bin Tahe) (Penggugat II) 
 : Syarifuddin (anak Almarhum Saturi dan Almarhumah Sangnging bin Tahe) 
 : Surianto (anak dari Subu dan Almarhumah Sangnging bin Tahe) (Penggugat I) 
Pada contoh perkara kewarisan dengan putusan Nomor 
1379/Pdt.G/2013/PA MKs. Dalam perkara tersebut penggugat dalam hali ini 







(Penggugat II) menggugat harta warisan mereka terhadap Syarifuddin (Tergugat) 
yang merupakan anak kandung laki-laki pewaris dari suami yang berbeda, sebab 
seluruh harta warisan dikuasai oleh tergugat. Perkara tersebut diajukan di 
Pengadilan Agama Makassar.  
Pada proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar, kedua pihak sepakat 
untuk mengakhiri persengketaan dengan mengadakan perdamaian. Kedua pihak 
sepakat atas pembagian harta warisan pewaris dengan rincian sebagai berikut: 
Bagian Pihak I (Penggugat I) 
Sebidang tanah darat terletak di jalan Dusun Bentenge, Kelurahan Bonto Mate‟ne, 
Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, seluas kurang lebih 379 M2 (tiga ratus tujuh 
puluh sembilan meter persegi), sebahagian dari sertifikat Hak Milik Nomor 
00533/Bonto Mate’ne, Surat Ukur Nomor 00396/2003, tanggal 02-09-2003 dengan 
batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Tanah Daeng Cupe 
Sebelah Barat  : batas tanah/sawah 
Sebelah Selatan : Rencana jalanan 
Sebelah Timur : Tanah H. Rudding Pammase 
Bagian Pihak II (Penggugat II) 
Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya di jalan  
Bung lorong 7 Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Tamalanrea Jaya, 
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh 
delapan meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 22455, Tamalanrea Jaya, 
Surat Ukur Nomor 1646/Tamalanrea Jaya/2009, dengan batas-batas  
sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Tanah milik Baso 





Sebelah Selatan : Tanah Daeng Ngitung 
Sebelah Timur : Tembok Batas Perumahan  
Disamping itu, guna menambah bagian warisan Penggugat I dan Penggugat 
II, maka Tergugat memberikan uang kontan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh 
juta rupiah) kepada Pihak I. 
Pada perkara tersebut, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak 
dalam proses mediasi. Masing-masing pihak menggunakan kesempatan mediasi 
dengan baik untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluarnya tanpa harus 
meneruskan perkara ke tahap persidangan selanjutnya. Kedua pihak sepakat untuk 
menyelesaikan perkara kewarisan secara damai dalam bentuk takharruj dimana 
Penggugat I (pihak I) mengundurkan diri dari hak warisnya, dan sebagai gantinya 
ia diberikan sejumlah uang tunai dari Tergugat. 
Hasil perdamaian tersebut yang diserahkan oleh mediator kepada hakim, 
dan hakim membacakan hasil perdamaian yang mereka sepakati dan memasukkan 
hasil tersebut kedalam putusan akta perdamaian. Masing-masing pihak merasa puas 
dan perkara dapat terselesaikan dengan damai. Perdamaian yang terjadi seperti pada 
contoh perkara tadi menurut Syahidal, merupakan salah satu kelebihan dari 
pembagian dalam bentuk takharruj dimana perselisihan yang ada dapat segera 
dihentikan dan masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar 
terbaik dari masalah kewarisan yang mereka hadapi. Harta warisan dapat dibagi 
kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan yang telah mereka sepakati dan 
musyawarahkan bersama dan harta warisan dapat langsung dimanfaatkan dan 
dinikmati untuk kepentingan keluarga.48  
Syahidal menjelaskan juga bahwa kelebihan dari pembagian warisan secara 
damai dalam bentuk takharruj yang dilaksanakan di Pengadilan Agama adalah 
                                                          






menghindari terjadinya perselisihan diantara para ahli waris dikemudian hari, sebab 
semuanya telah diselesaikan dalam suatu kesepakatan dan kerelaan sesuai yang 
diharapkan masing-masing pihak serta disahkan oleh putusan Pengadilan Agama.49 
Sebab terkadang ahli waris merasa pembagian warisan berdasarkan 
pengaturan hukum Islam dengan perbandingan laki-laki mendapat dua bagian, 
perempuan mendapat satu bagian dianggap tidak adil. Sebagai contoh: seorang anak 
laki-laki menuntut pendidikan atau dengan kata lain ia disekolahkan oleh orang tua 
dengan mendapat dua bagian dari warisan, sementara seorang perempuan yang 
dinikahkan lebih awal mendapat satu bagian. Jelas saja hal tersebut dirasa tidak adil 
jika dilihat dari jumlah dana yang dikeluarkan untuk keduanya. Dan biasanya hal 
tersebut menimbulkan perselisihan.  
Disamping itu dari segi biaya yang dibutuhkan, penyelesaian perkara 
kewarisan secara damai ini tidak memerlukan biaya perkara sebesar biaya perkara 
apabila perkara dilanjutkan. Hubungan silaturrahim diantara keluarga pun dapat 
terjalin dengan baik kembali seiring perdamaian yang dilakukan dalam bentuk 
takharuj ini. Hal itulah yang menjadi tujuan pewaris yang berjuang dalam 
kehidupannya memperoleh harta untuk dinikmati anak dan keturunannya, bukan 
untuk dipertentangkan dan melahirkan silang sengketa.  
Dari gambaran perkara di atas, pembagian warisan yang dilakukan dimana 
salah seorang ahli waris mengundurkan diri dari menerima warisannya dibenarkan 
meskipun pembagiannya tidak mengikuti aturan pembagian warisan dalam hukum 
Islam. Kekurangan yang harus dilengkapi yaitu perlu disebutkan pada akta 
perdamaian tentang kedudukan dan besar bagian masing-masing ahli waris 
berdasarkan hukum kewarisan Islam terlebih dahulu. Apabila dalam pembagian 
                                                          







yang disepakati terdapat ahli waris yang menerima kurang dari porsi bagiannya 
seperti pada contoh perkara tadi, seharusnya ada pernyataan rela menyerahkan 
bagiannya kepada ahli waris lain, sebab kerelaan adalah syarat dalam transaksi 
bermuamalah, termasuk pembagian harta warisan.50 
Penyebutan kedudukan dan besarnya porsi bagian masing-masing ahli waris 
dalam akta perdamaian merupakan salah satu bentuk sosialisasi tentang hukum 
kewarisan Islam. Putusan hakim khususnya perkara warisan paling tidak dibaca 
oleh pihak yang bersengketa, sehingga yang membacanya dapat memahami 
kedudukan dan bagiannya dalam hukum kewarisan.51 
 
D. Analisis  Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk 
Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 
             Secara substansi, pembagian warisan dalam bentuk takharruj sama dengan 
praktik pembagian harta warisan secara damai di Pengadilan Agama yang menjadi 
obyek penelitian penulis.  Sisi persamaannya adalah   pembagian harta warisan 
secara damai berdasarkan perinsip musyawarah. Para ahli waris bermusyawarah 
dan bersepakat tentang bagian masing-masing ahli waris.  Pembagian harta warisan 
dalam bentuk ini berdasarkan keinginan para ahli waris yang telah disepakati secara 
bersama-sama.   
            Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan 
perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehannya yaitu adanya keridaan 
(kerelaan) masing-masing pihak yang mengadakan trasanksi. Hal tersebut 
didasarkan pada: 
                                                          
50 Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, wawancara, Makassar, 8 
Desember 2017. 




































لََوَِۚۡمُكنِّ  مِٖضاََرتِنَعَِ َّللّٱِِاٗمي َِّحرِۡمُكِّ بَِنَكَ٢٩ِ 
 
Terjemahnya: 
          Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kam membunuh dirimu. Sesungguh.  
Allah maha penyayang kepadamu.52 
Ayat di atas memberi petunjuk tata cara memperoleh harta yang halal untuk 
dimakan, yakni dengan jalan perniagaan (trasanksi jual beli) atas keridhaan masing-
masing pihak.  takharruj dan praktik pembagian harta warisan secara damai di 
pengadilan Agama dilakukan atas dasar keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak. 
          Selain itu, tujuan takharruj maupun pembagian harta warisan secara damai 
di Pengadilan Agama adalah untuk kemaslahatan para ahli waris.  Hal tersebut 
sejalan dengan kaidah fikih.  
الله ﻉﺮﺸ ﻢﺜﻔ ﺔﺤﻠﺼﻠا ﻦوﻜﺘ ﺎﻤﻦﻴا 
Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa apabila sesuatau perbuatan hukum 
menghasilkan kemaslahatan, disanalah hukum Allah.  Hakekat maslahat adalah 
segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari bencana. 
Dalam pandangan ahli ushul maslahat adalah memberikan hukum syara’ kepada 
sesuatu yang tidak terdapat dalam nash dan ijma’ atas dasar memelihara 
kemaslahatan.53  
                                                          
52 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya (Solo: 
Abyan, 2014), h. 84. 
53 Abd. Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jus 6 (Jakarta: Pt. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 





Kelebihan yang dihasilkan dari pembagian harta warisan secara damai 
adalah: 
1. Persengketaan antara ahli waris bisa berakhir.  Berakhirnya persengketaan 
ahli waris, berarti merajut dan terjalin hubungan silaturrahim antara ahli 
waris. 
2. Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa 
warisan berlanjut, sepanjang itu pula konplik akan mewarnai kehidupan 
para ahli waris yang sedang bersengketa, bahkan konplik keluarga dapat 
berlanjut kepada keturunan masing-masing, karena bibit permusuhan akan 
menurun kepada keturunan masing-masing. 
3. Harta warisan segera terbagi dan dapat dinimakti oleh semua ahli waris 
dengan segera, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan 
memberi kebahagian bagi kehidupan keluarga karena untuk mewujukkan 
rumah tangga yang bahagia, salah satu harus ditopang oleh harta yang cara 
perolehannya dengan jalan yang halal, dan hal itu pula menjadi tujuan 
pewaris yang berjuang dalam kehidupannya memperoleh harta untuk 
dinikmati anak keturunannya, bukan untuk dipertentangkan dan melahirkan 
silang sengketa. 
Ada banyak kelebihan dari pembagian warisan secara damai, yang dapat 
kita peroleh. Dari banyaknya kelebihan yang ada, masyarakat enggan atau tidak 
ingin menyelesaikan sengketa kewarisannya secara damai. Hal tersebut 
membuktikan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan dengan jalan damai masih 
sangat minim dibandingkan dengan sengketa yang diselesaikan di ruang 
persidangan. Selain minimnya perkara kewarisan yang diselesaikan secara damai, 





menguasai harta hingga membuatnya lupa jika segala sesuatu yang ada di bumi dan 
di langin adalah milik Allah swt. 
Dalam praktik pembagian harta warisan secara damai pada Pengadilan 
Agama yang menjadi obyek penelitian penulis ditemukan perbedaan-perbedaan 
dengan teori takharruj, sehingga ada beberapa hal yang perlu disebutkan pada 
pasal-pasal perdamaian pembagian harta warisan yang tentunya atas petunjuk dan 
arahan mediator maupun majelis hakim yang menanganai perkara yang 
bersangkutan.      
Hal-hal yang perlu dilengkapi sebagai berikut:  
1. Terlebih dahulu terdapat pasal yang menyebut kedudukan dan besar bagian 
masing-masing ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam.  
2. Apabila dalam pembagian yang disepakati terdapat ahli waris yang menerima 
kurang dari porsi bagiannya, misalnya untuk anak laki-laki dan perempuan 
disepakati menerima bagian yang sama besar, harus ada pernyataan rela 
menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain. Kerelaan adalah syarat dalam 
trasanksi bermuamalah, termasuk muamalah pembagian harta warisan. 
           Penyebutan kedudukan dan besarnya porsi bagian masing-masing ahli waris 
dalam akta perdamaian merupakan salah satu bentuk sosialisasi tentang hukum 
kewarisan Islam, sekaligus realisasi pelaksanaan perintah untuk memepelajari dan 
mengajarkan hukum kewarisan Islam.  Putusan hakim khususnya perkara warisan 
paling tidak dibaca oleh pihak yang bersengketa, sehingga yang membacanya dapat 












A.  Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul Pelaksanaan 
Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama 
Makassar Kelas I A, serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharruj yang dilaksanakan 
di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A adalah sah dan boleh dilaksanakan 
sepanjang masing-masing pihak atau ahli waris menyepakati dan ihklas tanpa 
paksaan dalam proses pembagian warisan tersebut. Hal ini dibenarkan demi 
kemaslahatan diantara para ahli waris. 
Adapun cara pembagian warisan dalam bentuk takharruj yaitu: 
a. Kedua pihak yang bersengketa menyatakan bersedia untuk mengakhiri 
sengeta atau perselisihannya secara damai berdasarkan kesepakatan. 
b. Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris, terlebih 
dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang 
keluar atau mengundurkan diri. 
c. Pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta 
warisan pewaris. 
d. Bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau 
dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri. 
e. Sisa yang dijadikan barter atau tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak 





2. Kelebihan dalam pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharruj 
adalah merupakan kesepakatan bersama para ahli waris sehingga setelah 
putusan damai dibacaan oleh hakim bisa dipastikan tidak akan ada lagi 
perselisihan berikutnya mengenai harta warisan tersebut sebab ahli waris 
sendiri yang menentukan dan menyepakati pembagian warisan dalam bentuk 
tahkarruj tersebut. Pembagian warisan pun dapat segera dilaksanakan dan 
harta warisan segera dimanfaatkan untuk kebutuhan ahli waris. Adapun 
kekurangannya pada pasa-pasal perdamaian seharusnya disebutkan 
kedudukan dan bagiannya dari masing-masing ahli waris terlebih dahulu 
sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Setelah disepakati terdapat ahli waris 
yang mengundurkan diri atau menerima bagian yang kurang, maka harus ada 
pernyataan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris yang lain. Karena 
ini merupakan syarat dalam transaksi muamalah. 
 
B.  Implikasi 
1. Bagi Pemerintah, diharapkan lebih menyempurnakan ketentuan-ketentuan 
yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan, dan perlu 
adanya sosialisasi terkait penyelesain sengketa secara damai melalui 
musyawarah atau mufakat agar sengketa yang terjadi di masyarakat 
khususnya kewarisan dapat segera terselesaikan.  
2. Bagi Mediator, dalam proses mediasi perkara kewarisan di Pengadilan 
Agama sebaiknya mediator benar-benar menjalankan fungsinya untuk 
mendamaikan pihak-pihak yang berperkara mengenai harta warisan, agar 
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